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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

Menimbang :a bahwa dalam rangka  menjamin kesinambungan

Mengingat

1.

pembangunan daerah guna meningkatkan capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan kualitas
dan kuantitas pelavanan yang langsung menventuh
kebutuhan masvarakat, baik aspek  pembangunan,
pemerintahan, pelayanan publik, untuk mewujudkan
kesejahteraan masvarakat yang berkeadilan, diperlukan
perencanaan  pembangunan  yvang  berkeadilan  dan
demokratis vang dilaksanakan secara bertahap dan
berkesinambungan:

bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pembangunan
daerah yang efektif, efisien, dan tepat sasaran, perlu disusun
rencana strategis perangkat daerah:

bahwa untuk memberikan pedoman dalam perencanaan
strategis perangkat daerah ditetapkan Peraturan Bupati
setelah rencana pembangunan jangka menengah daerah
ditetapkan sebagaimana diamanatkan dalam  ketentuan
Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf €. perlu menetapkan
Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Rencana Strategis
Perangkat Daerah Tahun 2025-2020-

Pasal 18 avat (6) Undang Undang Dasar Negara Repuhlik
Indonesia Tahun 1945:




Menetapkan

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten
Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Noemor 309,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
7060);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini vang dimaksud dengan:

l. Rencana Strategis Perangkat Daerah vang selanjutnva
disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima]
tahun.

2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yvang
selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan
daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional vang
selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan
pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.

4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan
Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah
untuk periode 1 (satu) tahun.

6. Rencana Kerja Perangkat Daerah vang selanjutnya disebut
Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan
Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

7. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan  urusan pemerintahan  yang menjadi
kewenangan daerah otonom.




8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

9. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.

10. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

Pasal 2

(1) Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah

dengan berpedoman pada RPJMD.
(2) Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran,

Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap
Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada
KPJMD dan bersifat indikatif.

(3) Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan
dalam Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diselaraskan dengan pencapaian.ﬂasaran,

Renstra Perangkat Daergh sebagaimana dimaksud dalam Pasa]
2 yang telah ditetapkan menjadi pedoman kepala Perangkat
Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan
digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

BAB I
SISTEMATIKA

(1) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 disusun dengan sistematika:

BABI PENDAHULUAN

BABIl GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN
ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

BABIII TUJUAN, SASARAN. STRATEGI, DAN ARAH
KEBIJAKAN

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

(2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tercantum dalam Lampiran yang meérupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.




BAB 111
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

(1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
Renstra Perangkat Daerah

(2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
oleh Perangkat Daerah vang melaksanakan fungsi penunjang
urusan perencanaan.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022 tentang
Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-
2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022
Nemor 40} sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022 tentang
Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-
2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024
Nomor 21) tetap digunakan sebagai Pengendalian dan evalyasi
pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah tahun 2025,

BABV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka:

a. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2021
tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-
2026 (Berita Daerah Rabupaten Gunungkidul Tahun 2021
Nomor 56);

b. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022
tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah
Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2021 Nomor 40] sebagaimana diubah dengan
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 21 Tahun 2024
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul
Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis
Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 21),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,




Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Rkan di Wonosari
ggal 12 SePtember 2025
UNGKIDU

ay
\ FIrm
KUMIARININGSIH

i

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 12 SePtember 2025

AT o YIR[ARIS DAERAH




LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 3Y TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

BABI
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Setelah dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode tahun
2025-2029 pada tanggal 20 Februari 2025 serta untuk mewujudkan
amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, maka disusunlah RPJMD sebagai suatu acuan dalam pelaksanaan
pembangunan untuk lima tshun kedepan. RPJMD digunakan sebagai
dasar penyusunan dokumen-dokumen perencanaan selanjutnya yaity
Rencana Strategis untuk periode lima tahun Renja untuk periode

Berdasarkan Permendagri 86 tahun 2017, Pemerintah Daerah
fmenyusun rancangan awal Renstra Perangkat Daerah bersamaan dengan
penyusunan rancangan awal RPIJMD. Untuk itu, perlu segera disusun dan
ditetapkan arah dan tujuan selama lima tahun kedepan dalam Dokumen
Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Periode 2025-2029
untuk mendukung RPJMD yang telah disusun serta agar sistem
penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Gunungkidul dapat tercapai
dengan baik sekaligus selaras dengan RPJMD. Masing-masing aparatur
negara yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam bidang tugasnya
masing-masing harus mampu menampilkan akuntabilitas Kinerjanya
dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sehingga terjadi

dan manfaat yang dihasilkan.

Dalam mewujudkan arah dan tujuan pembangunan terutama dalam
mem aparatur negara yang profesional serta memahami tugas dan
fungsinya, diperlukan keterpaduan langkah dan koordinasi yang optimal
agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, stabil dan dinamis,
Selain itu diperlukan instrumen yang mampu mengukur indikator
pertanggungjawaban setiap penyelenggara negara dan pemerintahan.
Sebagai penyelenggara negara, Sekretariat Daerah Kabupaten Gununglidul
wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan
peranannya dalam pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang
dipercayakan berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

Sesuai dengan Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2021 ten




Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah,
Sekretariat Daerah terdiri dari 9 bagian dengan 27 sub bagian,

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah memuat latar
belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika, tugas, fungsi,
struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, tantangan dan
peluang pengembangan pelayanan, identifikasi permasalahan, visi dan misi
RPJMD, visi dan misi Propinsi, telaahan rénstra, telaahan tata ruang,
penentuan issue strategis, visi dan misi Perangkat Daerah, tujuan dan
sasaran jangka menengah PD, strategi dan kebijakan, rencana program dan
kegiatan, indikator kinerja sasaran dan pendanaan indikatif yang

aan Strategis yang tersusun dalam Rencana Strategis
merupakan kebutuhan nyata organisasi untuk memecahkan persoalan-
persoalan yang dihadapi. Perencanaan strategis merupakan serangkaian
rencana tindakan dan kegiatan berdasar Yang dibuat oleh organisasi untuk
diimplementasikan oleh seluruh  jajaran organisasi dalam rangka
pencapaian tujuan organisasi tersebut. Rencana Strategis ini dibuat dalam
rangka pencapaian tugas dan fungsi organisasi. Rencana Strategis ini
sebagai petunjuk, penentu arah, sasaran, dan tujuan serta cara bagaimans
mandat yang telah dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsi Sekretariat
Daerah dapat dilaksanakan dengan baik sesuai prinsip-prinsip
penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam rangka mencapai Visi dan
Misi Kabupaten Gunungkidul serta Visi dan Misi Sekretariat Daerah.

1.2, Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional:

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6858);

3. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang kabupaten
Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan
mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomeor 12, 13, 14
dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan
Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomeor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara EvaluasiRancangan Peraturan
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah




10.

11.

12.

13.

Indonesia Tahun 201 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 11 14);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur  Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-
2029;

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016
tentang Urusan pemerintah Daerah (Lembaran Daerah
kabupaten Gunungkidul Tahun 20 16 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Gunungkidul:

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2024
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Gununglkidul Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor & Tahun 2025
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2025 Nomor 6};

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2023 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata
Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2023 Nomor 40);

1.3. Maksud dan Tujuan

1,

Maksud

Dengan adanya Permendagri 86 tahun 20 17, maka Sekretariat
Daerah merupakan salah satu PD dalam Pemerintah Kabupaten
Gunungkidul yang berkewajiban pula membuat Rancangan Awal
Rencana Strategis. Penyusunan Rencana Strategis dimaksudkan
agar Perangkat Daerah memiliki pegangan dalam perencanaan
pelaksanaan kegiatan selama lima tahun yang akan datang,
Tujuan




Misi organisasi yang ingin dicapai mengingat tujuan strategis
dirumuskan berdasar visi dan misi organisasi. Untuk itu,

tujuan strategisnya, setiap fujuan strategis yang ditetapkan akan
memiliki indikator kinerja (performance indicator) yang terukur.
Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut -

a. Sebagai dasar perumusan kebijakan strategis untuk
dijabarkan dalam suatu program kerja;

b. Menentukan arah kegiatan untuk meletakkan dasar sistem
pemerintahan daerah dengan memperhatikan nilai-nilaj vang
berkembang di masyarakat:

¢. Sebagai acuan operasional kegiatan, terutama dalam
pencapaian tujuan akhir pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul:

d. Meletakkan landasan yang kuat bagi pemanfaatan potensi
lokal dalam mengantisipasi perubahan masyarakat di masa
depan;

e. Untuk mengenali lingkungan dimana organisasi
mengimplementasikan dan berinteraksi dengan stakeholders

L Menyiapkan perubahan secara proaktif dan responsif
terhadap perubahan yang semakin kompleks;
Memberikan pemahaman dan kepuasan terhadap pihak-
pihak yang berkepentingan:

h. Mendorong proses pengambilan keputusan secara teratur,
serta keberhasilan pencapaian tajuan.

1.4. Sistematika Penulisan
Sistematika Penulisan Dokumen Rencana Strategis ini adalah
sebagai berilait:

BABI PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

BABII GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat
Daerah
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.4. Kelompok Sasaran Layanan
2.5. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah;
2.6. Isu Strategis

BABII TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBLJAKAN
3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat
Daerah
3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah
Sekretariat Daerah




BABIV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN » DAN KINERJA

BABV

PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
4.2. Indikator Kinerja Utama
4.3. Indikator Kinerja Kunci

PENUTUP




BAB I
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN
ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
Tugas dan fungsi Sekretariat Daerah telah diwadahi dan terukur
dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2023.
Adapun tugas dan fungsi Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut:
1. Tugas

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membanty Bupati dalam

pengoordinasian  penyusunan kebijakan dan pelaksanaan tugas

Perangkat Daerah serta pelayanan administratif,

2. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas di atas, Sekretariat Daerah mempunyai

fungsi sebagai berikut:

a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;

b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah mulai dari
perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan;

¢. Pengoordinasian pelayanan administrasi dan pembinaan aparatur
sipil negara pada instansi Pemerintahan Daerah:

d. Penggordinasian pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijkana
Pemerintahan Daerah:

e. Pengoordinasin reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan
Sekretariat Daerah: dan

f. Pengoordinasian pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati
terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Struktur Organisasi

a. Sekretaris Daerah;
b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri dari -
1. Bagian Pemerintahan terdiri darj
a) Tim Kerja Tata Pemerintahan;
b) Tim Kerja Kerja Sama:
c) Tim Kerja Administrasi Kewilayahan;
2. Bagian Kesejahteraan Rakyat terdiri dari -
a) Tim Kerja Bina Mental Spiritual, Kebudayaan, Pendidikan,
Kepemudaan dan Olahraga
b} Tim Kerja Kesehatan dan Pemberdayaan Perempuan;
c) Tim Kerja Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;
3. Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia terdiri darj :
a) Tim Kerja Perundang-Undangan:
b) Tim Kerja Konsultasi, Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia;
¢) Tim Kerja Dokumentasi dan Publikasi Hukum;
c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan terdiri dari :
l. Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam terdiri
dari:

a) Tim Kerja Perekonomian;

b) Tim Kerja Pertanian, Kelautan dan Sumber Daya Alam:

¢) Tim Kerja Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan
Umum Daerah dan Proyeksi Pendapatan Daerah:




2. Bagian Administrasi Pembangunan terdiri dari -
a) Tim Kerja Penyusunan Program;
b) Tim Kerja Pengendalian Program
c) Tim Kerja Evaluasi dan Pelaporan:

3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa terdiri dari -
a) Tim Kerja Pengadaan Barang/.Jasa

a) Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian:
b) Tim Kerja Perencanaan;
) Subbagian Keuangan;
2. Bagian Protokol, Komunikasi Pimpinan dan Rumah Tangga terdiri
dari :

a) Subbagian Protokol:
b) Tim Kerja Fasilitasi Komunikasi Pimpinan;
c) Subbagian Rumah Tangga:
3. Bagian Organisasi terdiri dari
a) Subbagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
b) Tim Kerja Kinerja dan Reformasi Birokrasi;
c¢) Tim Kerja Pelavanan Publik dan Tata Laksana:
e. Kelompok Jabatan Fungsional,
Asisten-asisten berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekda.
Adapun bagan struktur organisasi Sekretariat Daerah adalah sebagai
berikut:

BAGAN SUSUNAN DRGANISAST SEKRETARIAT DAERAH

, SEREETARNS DAESAR '
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Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi tersebut, didukung
sumberdaya manusia yang memadai dengan jumlah pegawai sebanyak 118
orang pada bulan Maret Tahun 2025, Adapun jabatan struktural di




lingkungan SKPD scbanyak 41 jabatan, terdiri dari eselon ILa = 1 jabatan,
II.b = 4 jabatan, eselon Il = 7 jabatan, dan eselon [V = 5, Sedangkan jumlah
i Negeri Sipil non eselon sebanyak 101 orang.

weselonlia

Eetelon il b
esefon Il

maeselon

U non asalon

Sumber : Subbagian Tata Usahg dan Kepegmwutan, tahun 2035
Gambar 2.2.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Eselon pada Tahun 2025

Sedangkan komposisi pegawai SKPD berdasarkan Golongan Ruang
adalah sebagai berilut:

Tabel 2.1.
Komposisi Pegawai

No. | Golongan/Ruang | Tahun 2025
1 l/a-1/d 0
2 |Ifa-1I/d 16
3 |Il/a-T/d 76
4 |IV/a-1V/e 20
5 IX 6

Jumlah 118

Sumber : Subbagian Umum Sekretariat Daerah, Tahun 2025

*la=Wd =Na=ld «iifa=mid = Wia—Nfe «Ix

Sumber ; Subbagizan Tata Usaha dan Kepegawaian
Gambar 2.3.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pangkat dan Golongan

Sarana Prasarana
Sarana prasarana yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan
tugas Sekretariat Daerah dapat dirinci sebagai berikut:




Tabel 2.2.
Data Sarana Prasarana Tahun 2024

Janis | Objek Wama Barang {.:“‘;; Jumiah Harga (Rp}
ASET TETAP 4.030 | 157.278 346 811,50
TANAH 577 | 112.677.222 045,00 |
1 1 | TANAH 577 | 112677222 049,00 |
2 PERALATAN DAN MESIN 2804 | 17.578.351.506.78
2 1 | ALAT BESAR 0 )
2 2 | ALAT ANGKUTAN 71| 953820175378
2 3 | ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR 4 158.123.100,00
2 4 | ALAT PERTANIAN 1 79.984.300,00 |
2 5 | ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA 2418 | 3.005.515.565,00
2 8 | ALAT STUDIO, KOMUNIKAS| DAN PEMANCAR 73 785 358 575.00
2 7 | ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN o 0
2 8 | ALAT LABORATORIUM g 47.238.855,00
2 B8 | ALAT PERSENJATAAN 15 £6.000 000,00
2 10 | KOMPUTER 313 | 2955968 357 00
2 11 | ALAT EKSPLORASI 0 o
2 12 | ALAT PENGEBORAN 0 a
ALAT PRODUKS!, PENGOLAHAN DAN
2 13 | PEMURNIAN o 0
2 14 | ALAT BANTU EKSPLORAS] o o
2 15 | ALAT KESELAMATAN KERJA 0 0
2 16 | ALAT PERAGA 0 0
F 17 | PERALATAN PROSESPRODUKS! 0 o
2 18 | RAMBU - RAMBU ] o
2] 16 | PERALATAN OLAH RAGA 0 2
3 GEDUNG DAN BANGUNAN 27 | 26676.438081.72
3 1 | BANGUNAN GEDUNG 27 | 26675.438.081.72 |
3 2 | MONUMEN o 0
3 3 | BANGUNAN MENARA 0
3 4 | TUGU TITIK KONTROLIPASTI 0
4 JALAN, JARINGAN DAN |RIGASI 13 240 351 162,00
4 1 | JALAN DAN JEMBATAN @ 0
4 2 | BANGUNAN AIR a 0
4 3 | INSTALASI ] ]
4 4 | JARINGAN 13 240.361.162.00
5 ASET TETAP LAINNYA 508 105.934 012,00
5 1 | BAHAN PERPUSTAKAAN 508 78,228.012,00
BARANG BERCORAK
5 2 | KESENIANKEBUDAYAAN/OLAHRAGA 4 27.705.000,00
5 3 | HEWAN o 0
5 4 | BIOTA PERAIRAN 0 ]
5 5 | TANAMAN 0 a
5 § | BARANG KOLEKS! NON BUDAYA ] o
5 7 | ASET TETAP DALAM RENOVAS! ) (]
& KONSTRUKS| DALAM PENGERJAAN 0 0
8 1 | KONSTRUKS! DALAM PENGERJAAN o 0
7 AKUMULASI PENYUSUTAN 0 0
AKUMULAST PENYUSUTAN PERALATAN DAN
7 1| MESIN o 0
AKUMULAS! PENYUSUTAN GEDUNG DAN
7 2 | BANGUNAN 0 o




no | Akun | Kelompok | Jeris | Objek Nama Barang ""“"'"B!E,_.n | Jumiah targa (Rp)
AKUMULAS| PENYUSUTAN JALAN, JARINGAN
7 3 | DAN IRIGASI 0 0
AKUMULAS! PENYUSUTAN ASET TETAP
7| 4| Lannya 0 0
-1 .. 5 ASET LAINNYA 48| 33025158400
2 KEMITRAAN DENGAN BIHAK KETIGA 0 o
2 1 | KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA 0 g
3 ASET TIDAK BERWALILID 5| 16410200000 |
3 1 | ASET TIDAK BERWUIUD § | 184,102 000,00
4 ASET LAIN-LAIN 43| 166 148 584,00
4 1 | ABET LAIN-LAIN 43|  166.149.584,00
AKUMULAS! AMORTISASI ASET TIDAK
5 BERWLILID o
AKUMULASI AMORTISAS! ASET TIDAK
5 1| BERWUIUD 0 D
AKUMULAS! PENYUSUTAN ASET LAINNYA ¢ 0
1 | AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAINNYA g 1
| TOTAL 4.078 | 157,608,598 385 50 |

Sumber : Bubbagian Rumah Tangga tahun 2024

2.3. Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

Renstra 2021-2026 menyajikan capaian kinerja pelayanan Sekretariat Daerah
Kabupaten Gunungkidul yang disajikan dalam suatu tabel yang menerangkan target
dan realisasi dari indikator kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2021-2026.
Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah telah disahkan dengan adanya
Surat Keputusan Bupati Nomor 349/KPTS/2021 tentang Indikator Utama
Sekretariat Daerah yang terdiri dari 2 (dua) sasaran, dan 3 (tiga) Indikator Sasaran,
Adapun capaian masing-masing indikator kinerja utama adaiah sebagai berikut:
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Dari tabel pencapaian layanan tersebut, dapat diketahuj bahwa sampai
dengan tahun 2024, semua indikator dapat tercapai dengan sangat baik, namun
untuk capaian deviden masih kurang optimal. Untuk mengatasinya, pada tahun

ikutnya, penyertaan modal dari pemerintah Daerah kepada BUMD akan
ditambah. Capaian anggaran dapat dilihat pada tabel berikut:
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2.4. Kelompok Sasaran Layanan
Sekretariat Daerah merupakan Perangkat Daerah yang berfunsgi sebagai
koordinator dalam perumusan kebijakan, sehingga kelompok sasaran utama
adalah masyarakat. Diharapkan, kebijakan yang dihasilkan selalu
mengedepankan kepentingan masyarakat dan demi kesejahteraan masyarakat.
Untuk mencapai hal tersebut, Sekretariat Daerah selalu berkoordinasi dengan
seluruh Perangkat Daerah.

Adapun mitra Sekretariat Daerah dapat dilihat
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2.5. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana yang tertuang
dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistemm Perencanaan
Pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan terdiri dari
1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJF);
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan ;
3. Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Berdasarkan rencana nasional tersebut semua sektor, dalam hal ind
Kementrian dan Lembaga (K/L), menyusun Rencana Strategis Kementerian /Lembaga
(Renstra K/L) yang berpedoman kepada RPJM dan Rencana Kerja
Kementerian/Lembaga (Renja K/L) yang berpedoman kepada RKP. Rencana
pembangunan ini kemudian menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pola perencanaan pembangunan daerah selaras dengan pola perencanaan
pembangunan nasional, dimana RPJP Nasional diacu oleh RPJP Daerah, RPJM
Nasional diperhatikan oleh RPJM Daerah dan RKP diserasikan dengan RKP Daerah
melalui  musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). Rencana
pembangunan daerah ini menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pengalaman yang telah lalu, program-program pembangunan berdasarkan
pada mekanisme fop down. Program itu direncanakan oleh lembaga penyelenggara
program tanpa melibatkan secara langsung warga masyarakat yang menjadi sasaran
program tersebut. Kita menyadari bahwa perencanaan program semestinya dimulai




dengan suatu “penjajagan kebutuhan® (need assessment) masyarakat, namun hal ity
sering dilaksanakan hanya berdasarkan pengalaman kegiatan tahun-tahun
sebelumnya.

Mengingat kompleknya permasalahan yang akan dihadapi di masa mendatang
sebagai dampak globalisasi, diperlukan adanya keterpaduan, ketergantungan dan
keterkaitan antar sektor yang makin tinggi, sehingga dituntut adanya keterpaduan
dan keserasian yang diwujudkan dalam perencanaan kKebijakan publik, implementasi
dan pemantauannya. Untuk itulah perlu dicari alternatif proses perumusan dan
penyusunan  perencanaan yang bersifat lokal spesifik dan disesuaikan dengan
permasalahan yang ada di Kabupaten Gunungkidul.

Dalam melaksanakan tugas membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan
mengkoordinasikan seluruh satuan kerja perangkat daerah, masih terdapat banyak
permasalahan dan kendala, antara lain sebagai berikut:

Tabel 2.5.
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah
No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah
(1) (2) (3] (4)
1. Belum Koordinasi Belum adanya data dan
optimalnya antar elemen | informasi yang akurat terkait
i perumus kebutuhan masyarakat
koordinasi kebijakan
antar Perangkat | kurang optimal
Daerah dalam
perumusan
kebijakan

Permasalahan yang kompleks
dan perlu penyelarasan dengan
regulasi di tingkat Pusat
Kesibukan para stakeholder
sehingga dalam perumusan
kebijakan sulit untuk
berkoordinasi

Telaahan Visi, Misi dan Program KDH dan WKDH Terpilih

RPJPN 2025-2045 disusun melalui landasan pemikiran untuk mencapai
Indonesia Emas 2045 yang merupakan penjabaran visi abadi Indonesia dalam
Pembukaan UUD 1945. Visi Indonesia Emas 2045 mempertimbangkan megatren
global, modal dasar, perubahan iklim, daya tambung dan daya dukung, serta
pencapaian pembangunan sebelumnya. Visi Indonesia Emas 2045 yang dijabarkan
dalam RPJPN 2025-2045 adalah Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan
Berkelanjutan. Visi tersebut dicerminkan dalam lima sasaran visi yang dicapai
melalui delapan misi (agenda) pembangunan. Selanjutnya, delapan misi
pembangunan dijabarkan ke dalam 17 (tujuh belas) arah pembangunan yang diukur
keberhasilannya melalui 45 (empat puluh lima) indikator utama.

Terwujudnya Visi Indonesia Emas 2045 tercermin dalam lima sasaran visi,
yaitu (1) pendapatan per kapita setara negara maju, (2) kemiskinan menuju 0 persen
dan menurunnya ketimpangan, (3) meningkatnya kepemimpinan dan pengaruh
Indonesia di dunia internasional, (4) meningkatnya daya saing sumber daya manusia,
(S) menurunnya intensitas emisi GRK menuju net zero emission.

Sementara itu, terwujudnya Visi Indonesia Emas 2045 sebagai Negara
Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan diwujudkan melalai delapan misi
pembangunan vang terdiri dari tiga misi transformasi, dua landasantransformasi,
dan tiga kerangka implementasi transformasi. Delapan misi tersebut yaitu:

1. Mewujudkan transformasi sosial
2. Mewujudkan transformasi ekonomi
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3. Mewujudkan transformasi tata kelola

4. Memantapkan supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan
Indonesia

9. Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi

6. Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan

7. Dukungan sarana dan prasarana vang berkualitas dan ramah lingkungan

8. Keseimbangan pembangunan untuk mengawal pencapaian Indonesia Emas

melalui kaidah pelaksanaan dan pembiayaan pembangunan yvang efektif
Sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Rancangan RPJMN Tahun 2025-

2029, setidaknya terdapat tujuh isu strategis kewilayahan pada wilayah Pulau Jawa-

Bali, yakni meliputi:

1. Masih tingginya kesenjangan pembangunan antarwilayah karena persebaran
pusat ekonomi yang tidak meratas antara utara dan selatan, barat dan timur
(Bali), serta daerah kepulauan.

2. Masih tingginya kerentanan dan potensi bencana seperti banjir rob di daerah
pesisir utara Pulau Jawa, gempa bumi, dan tsunami di daerah pesisir selatan
Pulau Jawa.

3. Degradasi lingkungan seperti penurunan muka tanah Daerah Aliran Sungai
(DAS) dan polusi udara akibat aktivitas industri.

4. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam pengembangan sektor

pertanian.

Belum optimalnya upaya pengurangan tingkat pengangguran karena adanya

mismatch antara dunia pendidikan dengan dunia usaha dan dunia industri.

Belum optimalnya upaya menanggulangan kemiskinan dalam mengurangi

kantong-kantong kemiskinan dan jumlah penduduk miskin, serta

scarring effect akibat pandemi COVID-19.

Pembangunan D.I. Yogyakarta dilandasi dengan filosofi Hamemayu Hayuning
Bawana; Sangkan Paraning Dumadi; Manunggaling Kawula Gusti: Tahta untuk
Rakyat; Golong-Gilig Sawiji Greget Sengguh Ora Mingkuh; serta Catur Gatra Tunggal.
Keenam nilai filosofis keistimewaan ini merupakan cerminan hidup dan penghidupan
yang membingkai karakter manusia Yogyakarta. Nilai dan spirit keistimewaan D.IL
Yogyakarta tersebut menjadi dasar dan cita-cita luhur untuk mewujudkan tatanan
masyarakat yang gumregah dengan kondisi gemah ripah loh jinawi, ayom, ayem, tata,
titi, tentrem, urip-urup, dan karta raharja. Nilai dan spirit ini merupakan dasar untuk
mewujudkan kemuliaan martabat manusia Yogyakarta yang bermuara pada kondisi
tatanan masyarakat yang penuh kerja keras, penuh kedamaian, inklusif, saling
menghargal, dan penuh daya kreativitas-inovatif. Berdasarkan filosofi dasar, kondisi,
aspek-aspek potensial, perkembangan global yang pesat, serta dengan merujuk dan
menyandingkan visi Indonesia Emas 2045 pada rencana pembangunan jangka
panjang nasional 2025- 2045, maka visi pembangunan jangka panjang D.L
Yogyakarta 2025-2045 dinyatakan dengan “Terwujudnya Daerah Istimewsa
Yogyakarta yang Maju, Sejahtera, Berkelanjutan dijiwai Kebudayaan dan
Keistimewaan”.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah, setelah kepala daerah dan wakil kepala daerah
terpilih dilantik harus menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) sebagai penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah terpilih yang
berlaku 5 (lima) tahun sesuai masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah
terpilih. Kabupaten Gunungkidul sebagai salah satu daerah yvang melaksanakan
pemilihan kepala daerah secara serentak pada tahun 2024 dan kepala daerah serta
wakil kepala daerah telah dilantik pada tanggal 20 Februari 2025. Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai dokumen perencanaan
daerah yang berlaku lima tahun tersebut selanjutnya harus diterjemahkan dalam
perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah (PD) yang selanjutnya disebut
Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dengan periode menyesuaikan
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periode RPJMD. Renstra PD harus mampu menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran,
dan program pembangunan jangka menengah dalam RPJMD ke dalam visi, misi,
tujuan, sasaran, program dan kegiatan prioritas sesuai tugas dan fungsi PD.

Penentuan arah pembangunan di Kabupaten Gunungkidul didasarkan pada
filosofi atau sesanti yang adiluhung dari leluhur serta sebagai perspektif ke depan,
maka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPIMD)
Tahun 2025 - 2029 dijiwai filosofi pembangunan Kabupaten Gunungkidul yaitu:
“DHAKSINARGHA BUMIKARTA” yang memiliki cakrawala yang luas dan mampu
menjadi pedoman bagi daerah dalam menentukan visi, misi, dan arah pembangunan.
Filosofi pembangunan Kabupaten Gunungkidul tersebut sesuai dengan Filosofi
Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu: “HAMEMAYU HAYUNING BAWANA",

Filosofi pembangunan Kabupaten Gunungkidul DHAKSINARGHA BUMIKARTA
merupakan tekad masyarakat Gunungkidul untuk senantiasa ingin mewujudkan
semboyan yang mengandung harapan agar Gunungkidul menjadi Daerah yang subur
dan makmur, dalam rangka mencapai Hamemayu Hayuning Bawana, sebagai cita-
cita luhur untuk mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat yang berkelanjutan
berdasarkan nilai budaya.

Pembangunan Kabupaten Gunungkidul juga tidak bisa dilepaskan dari tujuan
keistimewaan sebagaimana tertuang di dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012
yang salah satunya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui
semangat keistimewaan hamemayu hayuning bawana, sangkan paraning dumadi dan
manunggaling kawula gusti. Hamemayu Hayuning Bawana, sebagai cita-cita luhur
untuk mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat Yogyakarta berdasarkan nilai
budaya. Hakekat budaya adalah hasil cipta, karsa dan rasa, yang divakini
masyarakat sebagai sesuatu yang benar dan bermanfaat. Demilgan pula budaya
Jawa, yang diyakini oleh masyarakat DIY sebagai salah satu acuan dalam hidup
bermasyarakat, baik ke dalam maupun ke luar. Ini berarti bahwa budaya tersebut
bertujuan untuk mewujudkan masyarakat gemah ripah loh finawi, ayom, ayem, tata,
titi, tentrem, kerta raharja. Dengan perkataan lain, budaya tersebut akan bermuara
pada kehidupan masyarakat yang penuh dengan kedamaian, baik ke dalam maupun
ke luar.

Demikian juga halnya dengan konsep Tahta Untuk Rakyat dan Manunggaling
Kawulo Gusti sangat dekat dan mirip dengan konsep-konsep demokrasi dan
partisipatori. Konsep Pathok Nagara memiliki pesan yang mirip dengan konsep green
belt dalam pembangunan kota moderen. Konsep Catur Gatra Tunggal dan Sumbu
Kraton-Tugu mirip dengan kota-kota Teokrasi di Eropa yang dibangun pada abad
pertengahan yang menyimbolkan centrum dan identitas dan sampai saat ini masih
dirawat dengan sangat baik sehingga menjadi bagian penting bagi kegiatan
paniwisata. Konsep Sawiji Greget Sengguh Ora Mingkuh, mirip dengan spirit atau
semangat Bushido yang telah menjadi acuan mental manusia Jepang moderen dalam
membangun negara dan bangsanya.

Filosofi pembangunan daerah Kabupaten Gunungkidul vang juga dilandasi
filosofi pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta selanjutnya menjadi ruh atau jiwa
dalam Visi pembangunan daerah sebagai suatu pernyataan yang merupakan
ungkapan atau artikulasi dari citra, nilai arah, dan tujuan organisasi yang realistis,
memberikan kekuatan, semangat, dan komitmen serta memiliki daya tarik yang
dapat dipercaya sebagai pemandu dalam pelaksanaan aktivitas dan pencapaian
tujuan organisasi.

Visi Kabupaten Gunungkidul tahun 2025-2029 adalah:
“Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban®

Visi di atas menggambarkan makna pembangunan yang diharapkan akan
dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2025-2029. Untuk
mewujudkan visi ini, pemerintah Daerah telah Menyusun 5 misi dan 7 program
prioritas.

Adapun misi tersebut yaitu:
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1. Meningkatkan pembangunan manusia yang produktif, berkualitas dan
berkepribadian untuk siap kerja dan siap merintis usaha sendiri serta perluasan
akses kesehatan untk rakyat

2. Mewujudkan keadilan sosial melali kebijakan yang memperkuat kapasitas
ekonomi rakyat, termasuk kapasitas produksi pangan oleh petani dan nelayan,
serta mendukung kegiatan ekonomi skala kecil menengah yang inklusif dan
kreatif

3. Membangun Kemandirian Ekonomi Daerah berbasis potensi sumber daya lokal

4. Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera), Pancasila, UUD 1945,
menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat, serta menjalankan
tata pemerintahan daerah yang bersih bebas dari korupsi dan berkeadaban

5. Memajukan kebudayaan setempat dalam semangat kebhinekaan dan toleransi
serta menjaga kelestarian lingkungan hidup warisan leluhur bangsa Indonesia

Selanjutnya, untuk melaksanakan misi tersebut, Kabupaten Gunungkidul
mencanangkan 7 (tujuh) program strategis yang meliputi:

1. Bocah Pinter
Meningkatkan derajat pendidikaan warga melalui penyelenggaraan pendidikan
dasar yang berkualitas dan merata

2. Warga Sehat
Meningkatkan kualitas dan keadilan dalam pelayanan kesehatan untuk rakyat

3. Tani Makmur dan UMKM Berdaya
Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk sektor unggulan
Gunungkidul khususnya sektor pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan,
industri pengolahan skala usaha mikro dan kecil, dan industri pariwisata
berbasis Masyarakat

4. Gunungkidul Berdikari
Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah berbasis potensi sumberdaya lokal
dan investasi ramah lingkungan yang didukung infrastruktur berkualitas

5. Pamong Nglayani dan Ngayomi
Meningkatkan integrasi perencanaan pembangunan, kualitas layanan publik
dan penghormatan hak politik warga serta meningkatkan kepastian hukum bagi
Masyvarakat

6. Warga Gayeng-Guyub
Meningkatkan kualitas kehidupan sosial yang harmonis, toleran, dan
melestarikan budaya luhur

7. Alam Lestari
Meningkatkan kualitas pelestarian lingkungan dan resiliensi warga terhadap
bencana dan perubahan iklim

Adapun sesuai tugas dan fungsinya, Sekretariat Daerah mendukung misi 5 yaitu
Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera), Pancasila, UUD 1945, menjunjung
tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat, serta menjalankan tata pemerintahan
daerah yang bersih bebas dari korupsi dan berkeadaban, dengan melaksanakan
program prioritas Pamong Nglayani dan Ngayomi.

Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
RPJMN 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran Visi
Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Untuk itu, penguatan proses transformasi
ekonomi dalam rangka mencapai fujuan pembangunan tahun 2029 menjadi fokus
utama dalam rangka pencapaian infrastruktur, kualitas sumber daya manusia,
layanan publik, serta kesejahteraan yang baik.
Dari hasil penelaahan Renstra Kementrian Dalam Negeri, diperoleh rumusan-
rumusan hubungan perencanaan sebagai berikut:
1. Tujuan yang ingin dicapai oleh Kabupaten Gunungkidul selaras dengan
tujuan yang tercantum dalam Renstra Kementrian Dalam Negeri, antara
lain:




2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan dan tata kelola
pemerintahan di daerah

b. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintahan daerah

2. Sasaran yang ingin dicapai oleh Kabupaten Gunungkidul selaras dengan
sasaran strategis yang tercantum dalam Renstra kementrian Dalam

Negeri antara lain;

a. Meningkatkan kualitas pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai
kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi
daerah

b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan
pembangunan daerah

¢. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang
partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kabupaten Gunungkidul memiliki posisi geografis yang strategis dalam
pengembangan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) D.I. Yogyakarta, khususnya
sebagai bagian dari koridor tengah di Pantai Selatan Jawa. Koridor ini
menghubungkan wilayah dari Kebumen hingga Pacitan, membentuk jaringan yang
penting dalam sistem ekonomi dan geokultural (Geopark Gunungsewu) di Jawa
bagian Selatan. Selain itu, Keberadaan Jaringan Jalan Nasional dan rencana
Jaringan Jalan Strategis Nasional, termasuk Jaringan Jalan Lintas Selatan (JJLS),
melewati Kabupaten Gunungkidul, memberikan dampak signifikan terhadap
dinamika ruang dan penggunaan lahan di daerah ini. Jaringan jalan ini tidak hanya
meningkatkan aksesibilitas, tetapi juga membawa perubahan dalam pemanfaatan
lahan, dari lahan pertanian menjadi area terbangun.

Sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang memiliki kemungkinan untuk
dipromosikan menjadi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dalam RTRW D.I. Yogyakarta,
Kawasan Perkotaan Wonosari, ibu kota Kabupaten Gunungkidul, memainkan peran
penting dalam pelayanan publik yang melintasi batas kabupaten dan provinsi.
Wonosari berfungsi sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, dan sosial yang melayani
kebutuhan masyarakat setempat dan sekitarnya. Dengan aksesibilitas yvang lebih
baik, Wonosari dapat mengoptimalkan potensinya sebagai pusat pertumbuhan
ekonomi dan pusat layanan yang strategis, menarik investasi, dan menyediakan
berbagai fasilitas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini
dikarenakan PKW Kawasan Perkotaan Wonosari akan terhubung langsung dengan
pusat kegiatan nasional PKN yaitu Kawasan Perkotaan Yo :

Dengan potensi wilayah yang ada di Gunungkidul, maka pencapaian visi misi
Jjuga memperhatikan penataan ruang Kabupaten Gunungkidul, seperti yang terlihat
pada kegiatan penyusunan dokumen unsur rupa bumi serta penegasan batas
wilayah, mengingat dengan kondisi wilayah Gunungkidul yang luas dan dengan
kontur yang tidak merata.

Merujuk pada KLHS RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029

didapat 6 (enam) isu strategis pembangunan, yaitu:

a. Ancaman penurunan kualitas lingkungan hidup, peningkatan risiko bencana dan
peningkatan kerentanan perubahan iklim;

b. Ketimpangan wilayah akibat pembangunan infrastruktur yang menunjang
pengembangan wilayah dan peningkatan akses pelayanan dasar belum merata:

¢. Belum optimalnya pengembangan perekonomian dan peningkatan kesempatan
berusaha;

d. Kualitas sumber daya manusia yang berkualitas, cerdas, sehat dan mandiri masih
terbatas;

€. Belum optimalnya perwujudan kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman dan
didukung kepastian hukum; dan

f. Masih lemahnya tata kelola pemerintahan dalam mewujudkan akselerasi
transformasi digital pelayanan publik.




2.6. Isu Strategis

Kabupaten Gunungkidul dengan berbagai potensi dan keanekaragamannya,
tentu saja terdapat berbagai masalah dalam pelaksanaan pemerintahannya.
Sekretariat Daerah sebagai salah satu Perangkat Daerah yang membantu Bupati
dalam dalam pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pelaksanaan tugas
Perangkat Daerah serta pelayanan administratif, terdapat masalah antara lain belum
optimalnya fungsi koordinasi antar Perangkat Daerah dalam perumusan kebijakan.

Isu strategis Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus

diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan
dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah den
penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah

menentukan pencapaian tujuan perangkat daerah.
Isu strategis di bidang kebijakan yang sesuai dengan tugas sekretariat

reformasi birokrasi dan peningkatan kapasitas kelembagaan publik. A
yang ingin diwujudkan dalam isu strategis reformasi
kapasitas kelembagaan publik adalah meningkatnya
kelola pemerintahan yang baik. Adapun isu strategis S

2.6. sebagai berikut:

program kegiatan yang
gan karakteristik bersifat
ataupun panjang, dan

daerah yaitu
dapun sasaran
birokrasi dan penguatan
kualitas implementasi tata
ekretariat Daerah pada Tabel

Tabel 2.6,
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Sekretariat Daerah
Potensi Permasalahan Isu KLHS Isu lingkungan dinamis yang relevan Isu strategis
daerah yang Perangkat yvang relevan den Perangkat Dacrah Peranghat
menjadi Daerah dengan Global Nasional Regional Daerah
kewenangan Perangkat
Daerah
(1) (2) {3) 4 (5) (6) (7)
Perumusan Belum Magzih relatif Tata kelola Memperkuat | Peningkatan | Peningkatan
Kebijakan optimalnya tingginya pemerintaha | reformasi kesejahtera | kesejahteraa
Daerah fungsi kemiskinan n yang baik | birokrasi an di n masyaraleat
koordinasi (good wilayah
anfar governanse| perbatasan
Perangkat
Daerah  dalam
perumusan
kebijakan
Melambeatnya Peningkatan
periumbuhan pertumbuhan
eknnomi ekonomi
daerah
Belum Feninghkaran
optimalnys kuglitas
derajat kesehatan
kesehatan masyarakat
_masyarakat
Belum Peninglatan
Optimalaya kualitas
kualitas dan Sumber Daya
daya saing Manusia
sumber daya
manusia
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BAB Il
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBLJAKAN

Pada tahun 2025-2029, Sekretariat Daerah mendukung misi 4 RPJMD, Misi
keempat menegaskan komitmen terhadap Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera),
Pancasila, dan UUD 1945 dengan menjunjung tinggi hukum untuk menjamin hak-
hak rakyat serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang bersih, bebas dari
korupsi, dan berkeadaban. Upaya ini diwujudkan melali peningkatan integrasi
perencanaan pembangunan, peningkatan kualitas layanan publik, serta penguatan
kepastian hukum bagi masyarakat. Perencanaan pembangunan daerah dijalankan
berdasarkan Pola Pembangunan Semesta Berencana, didukung oleh pembentukan
dan penguatan Badan Riset dan Inovasi Daerah untuk mendorong kebijakan berbasis
bukti. Program pembangunan daerah dilaksanakan secara adil dengan menjamin
hak dan kesempatan yang sama bagi semua warga, tanpa memandang agama, etnis,
suku, maupun kondisi difabel, dengan prinsip kekeluargaan dan gotong rovong.
Transformasi tata kelola pelayanan publik berbasis teknologi informasi terus
dipercepat guna mewujudkan pemerintahan cerdas (smart government), sejalan
dengan penataan kelembagaan dan aparatur daerah vang adaptif serta
pengembangan karir ASN berbasis meritokrasi.

Di bidang demokrasi dan ketertiban sosial, pemerintah daerah berperan aktif
dalam mewujudkan demokrasi yang sehat, memperkuat nasionalisme, serta
menciptakan kondisi sosial yang harmonis dan tertib. Reformasi birokrasi diperluas
hingga tingkat pemerintahan kalurahan melalui kolaborasi lintas sektor. Hak-hak
politik rakyat dijamin agar dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik
dan penyusunan regulasi (participatory legal drafting), sekaligus mempersempit
ruang pengaruh kelompok superkaya (oligarki) yang merugikan kepentingan publik.
Selanjutnya, penegakan hukum yang adil, tegas, dan responsif terhadap aspirasi
masyarakat terus dipercepat, didukung oleh kerja sama lintas pemerintahan,
wilayah, dan aktor masyarakat untuk menjaga stabilitas sosial serta meningkatkan
daya saing daerah. Di sisi lain, akses terhadap perlindungan sosial diperluas dengan
pendekatan yang adaptif, terintegrasi, dan inklusif guna memastikan kesejahteraan
masyarakat yang lebih merata,

3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah

Rumusan misi tersebut di atas, diuraikan dengan memperlihatkan nilai-nilai
yang merespon kesenjangan dalam bentuk target-target sebagai tujuan sehingga
memberikan arah dalam rangka perbaikan, kemudian diwujudkan dalam peran
organisasi. Hal tersebut juga memperlihatkan tahapan prioritas untuk dijadikan
fokus atau arah semua program dan aktivitas organisasi yvang akan dijabarkan dalam
tindakan-tindakan berupa sasaran yang dilaksanakan dalam jangka pendek
schingga memungkinkan untuk mencapai tujuan. Adapun rumusan tujuan yang
ditetapkan dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul
sebagaimana yang tertuang dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah sebagai berikut:
1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien, dengan

indikator tujuan Indeks Reformasi Birokrasi General

Setiap Organisasi memiliki tujuan dan sasaran yang mendukung tujuan dan
sasaran daerah. Sekretariat Daerah sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah
di Kabupaten Gunungkidul juga memiliki tujuan dan sasaran yang selaras dengan
tujuan dan sasaran daerah. Sekretariat Daerah memiliki 1 tujuan dengan 1 sasaran.
Untuk mencapai sasaran tersebut, Sekretariat Daerah menggunakan anggaran yang
bersumber dari APBD dan Dana Keistimewaan yang merupakan tugas pembantuan
dari Paniradya Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun hubungan antara tujuan dan
sasaran tersebut dapat dilihat sebagaimana pada tabel 3.1.
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3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Sekretariat Daerah
Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan
bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam
serangkaian kebijakan.Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang
kuat bagaimana PD menciptakan nilai tambah (value added) bagi stakehoider
layanan. Disini penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan
bagaimana strategi tersebut menciptakan nilai (strategic objective). Melalui parameter
tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi
sekaligus untuk menciptakan budaya “berpikir strategik” dalam menjamin bahwa
transformasi menuju pengelolaan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan,
akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan
dievaluasi (learning process).
Lima prinsip manajemen untuk menciptakan komitmen dalam menjadikan
strategi sebagai basis perencanaan pembangunan adalah:
Menerjemahkan strategi kedalam bentuk yang operasional;
Menyelaraskan organisasi sesuai pilihan strategi jangka menengah;
Menjadikan strategi sebagai komitmen dan rutinitas birokrasi;
Menjadikan strategi sebagai proses yang berkelanjutan; dan
Memobilisasi perubahan melalui kepemimpinan vang baik.
atu strategi yang baik harus dikembangkan dengan prinsip-prinsip:
Strategi dapat menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertolak-
belakang;
Strategi didasarkan pada tujuan dan sasaran PD dan pemenuhan kebutuhan
layanan yang berbeda tiap segment masyarakat pengguna lavanan, dan
pemangku kepentingan;
3. Layanan yang bernilai tambah diciptakan secara berkelanjutan dalam proses
internal PD; dan
4. Strategi terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi
membentuk cerita atau skenario strategi.

P UR ON -

™

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, dilakukan

pentahapan pembangunan. Adapun pentahapan pembangunan yang dimaksud
adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2.
Pentahapan Renstra Sekretariat Daerah
TAHAP 1 TAHAP I TAHAP 111 TAHAP IV TAHAP V
(2026) (2027) (2028) (2029) (2030)
Penguatan tata | Percepatan tata | Peningkatan tata Optimalisasi tata | Pemantapan tata
kelola kelola kelola kelola kelola

pemerintahan pemerintahan pemerintahan pemerintahan pemerintahan
yang efektif dan | yang efektif dan | yang efektif dan yvang efektif dan | yang efektif dan
efisien efisien efisien efisien efisien

Untuk menentukan strategi dan arah kebijakan yang akan diambil, dapat
dilakukan dengan menggunakan metoda analisis SWOT (Strengths, Weaknesses,
Opportunities, Threats). Adapun rumusan analisis SWOT adalah sebagai berikut:
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Kebijakan Perangkat Daerah
Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan
untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan

dan sasaran,

Kebijakan yang dirumuskan harus dapat:
Membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih rasional.
2. Memperjelas strategi sehingga lebih spesifik/fokus, konkrit, dan operasional:

3. Mengarahkan pemilihan k

egiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas

dan fungsi PD yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi yang dipilih

dengan mempertimbangkan faktor-faktor

penentu keberhasilan untuk

mencapai sasaran;

4. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas
dan fungsi PD agar tdak bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan dan melanggar kepentingan umum.

Langkah-langkah perumusan kebijakan adalah:
1. Merumuskan

rancangan  kebijakan dari  setiap strategi  dengan

mempertimbangkan:
a) Besarnya pengaruh kebijakan terhadap keberhasilan implementasi strategi;

b) Keterkaitan lan
ditetapkan.

gsung dengan pencapaian tujuan dan sasaran yang

2. Menguji rumusan rancangan kebijakan apakah dapat menghasilkan pemilihan
kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi PD yang lebih

tepat

dan rasional

berdasarkan strategi yang dipilih dan telah

mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan untuk mencapai

sasarar;

3. Menguji apakah rancangan kebijakan tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan.

Berikut ini disajikan rumusan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan.

Tabel 3.4,
Tujuan, Sasaran, Strategi, Dan Kebijakan

Visi Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban
Misi 4 Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat, Pancasila, UUD 1945,
menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat, serta
menjalankan tata pemerintahan daerah yang bersih bebas dari korupsi
dan berkeadaban
Tujuan Daerah Sasaran Daerah Strategi Arah Kebijakan RPIMD
Terwujudnya tata Terwujudnya sistem Meningkatkan Meningkatlan
kelola dan penyeclenggara efektivitas koordinasi | koordinasi dalam
penyelenggaraan pemerintahan efektif, | dalam pelaksanaan penyusunan kebijakan
pemerintahan daerah | efisiensi dan tugas pemerintahan dan pelaksanaan tugas
yang baik, bersih, akuntabel daerah perangkat daerah
efelctif, efisiensi dan
berorientasi pada
pelayvanan puhblik
Meningkatkan
cfektivitas kebijakan
penyederhanaan

birokrasi untuk
mendukung kinerja
pemerintahan

L

Meningkatkan
pemanfaatan kerja
sama daerah dan antar
daerah untuk
mendukung efektivitas
pemerintahan

Dari arah kebijakan RPJMD yang telah ditetapkan, Sekretariat Daerah kemudian
menetapkan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:
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Tabel 3.5.

Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Rencana Strategis Sekretariat Daerah

NO | OPERASIONALISAS] ARAH KEBLJIAKAN RPJMD ARAH KEBLJAKAN RENSTRA IEE:I'_]
N3PK PD
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Terwujudnya Meningkatkan koordinasi Meningkatkan Kualitas
sistem dalam penyusunan kebijakan | koordinasi Perencanaan,
penyelenggara dan pelaksanaan tugas Pelaksanaan, Pengendalian,
pemerintahan perangkat daerah Monitoring, Evaluasi dan
efektif, efiseien, dan Pelaporan
akurntabel Mengoptimalkan fungsi
inasi penggunaan
anggaran dalam pencapaian
kinerja program kegiatan
Meningkatkan keikutsertaan
penyedia barang jasa dalam
Sistem Pengadaan Secara
Ele
Meningkatkan efektivitas Meningkatkan koordinasi
kebijakan penyederhanaan antar Perangkat Daerah dalam
birokrasi untuk mendukung perumusan kebijakan
kinerja pemeriniahan
Mengoptimalkan koordinasi
dalam rangka peningkatan
pelayanan publik
Meningkatkan koordinasi
dalam rangka optimalisasi
keterbukaan mformasi publik
daerah
Meningkatkan pemanfaatan Meningkatkan koordinasi
kerja sama daerah dan antar | dalam rangka pemanfaatan
daerah untuk mendukung kerjasama daerah dan antar
efektivitas pemerintahan daerah untuk mendukung
efektivitas pemerintahan

b



BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN » DAN KINERJA PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai
setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke
dalam program dan kegiatan yYang merujuk pada RPJPD dan RPJMD dengan
memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah
Kabupaten Gunungkidul.
Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk
mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah
ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai
sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan
kebijakan/program tersebut, ditetapkan sebuah kegiatan dimana kegiatan itu
sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa
satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur pada suatu
program. Program terdiri dari beberapa kegiatan yang berupa:

1. Kerangka regulasi yang bertujuan untuk memfasilitasi, mendorong, maupun
mengatur kegiatan pembangunan yang dilaksanakan sendiri maupun oleh
masyarakat.

2. Kerangka anggaran yang bertujuan untuk menyediakan barang dan jasa publik
yang diperlukan masyarakat.

Sebagai bagian dari upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas, Sekretariat
Daerah akan membuat laporan kinerja atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran
berupa keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing kegiatan. Indikator
kinerja dapat diartikan sebagai suatu ukuran kuantitatif dan atau ukuran kualitatif
yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang
ditetapkan.

Indikator kinerja dapat juga berfungsi :

1. Sebagai dasar untuk menilai tingkat kinerja dalam tahap perencanaan (ex- ante),
tahap pelaksanaan fon - goingj atau setelah tahap kegiatan selesai dan berfungsi
(ex - post).

2. Secbagai ukuran yang digunakan untuk menunjukkan kemajuan yang dicapai
dalam perwujudan dari tujuan sasaran yang ditentukan.

Secara operasional, umumnya pada sektor publik, evaluasi dapat dilakukan terhadap

kegiatan, program, dan kebijakan. Terkait dengan program ada beberapa indikator

kinerja yang sering dipakai, yaitu:

1. Indikator masukan (inputs) adalah suatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan
kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran, baik berupa dana,
sumberdaya alam, sumber daya manusia, teknologi, dan informasi.

2. Indikator keluaran (outputs) adalah suatu yang diharapkan langsung dicapai dari
suatu kegiatan baik berupa fisik dan non fisik.

3. Indikator hasil (outcomes) adalah suatu yang mencerminkan berfungsinya
keluaran pada jangka menengah.

4. Indikator manfaat (benefit} adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari
pelaksanaan kegiatan.

5. Indikator dampak (impacts) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif

maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah
ditetapkan.

Pada awal dilaksanakannya RPJMD Kabupaten Gunungkidul, di dokumen RPJMD
telah disebutkan sasaran daerah, indikator sasaran daerah, sasaran Perangkat
Daerah, Indikator sasaran Perangkat Daerah, serta program pendukungnya.
Numenklatur program dan kegiatan sesuai dengan Permendagri 90 tahun 2019
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tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah. Pada dokumen rencana strategis ini, disajikan pula target
program kegiatan per-tahun sekaligus pagu indikatif anggaran untuk masing-masing
program kegiatan tahun 2025-2029. Dalam program yang telah ditetapkan,
Sekretariat Daerah melaksanakan berbagai kegiatan dan subkegiatan untuk
mendukung pencapaian target masi -masing program. Indikator untuk masing-
masing kegiatan dan subkegiatan dapat dilihat pada tabel 4.1. sedangkan kerangka
pendanaan masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada
tabel 4.2. berikut:
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Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Gunungkidul Tahun 2025-2029 visi dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
terpilih, dirumuskan sebagai berikut: “ Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari
dan Berkeadaban”.
Penetapan visi ini diikuti dengan perumusan 5 Misi untuk pencapaian yang lebih
operasional. Sekretariat Daerah sebagai salah satu perangkat daerah yang ikut
mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, secara langsung melaksanakan
program dan kegiatan yang mendukung misi ke-4 yaitu Setia pada Amanat Penderitaan
Rakyat (Ampera), Pancasila, UUD 1945, menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-
hak rakyat, serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang bersih bebas dari
korupsi dan berkeadaban

Adapun sasaran Sekretariat Daerah yaitu;
1. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel

Dari sasaran tersebut kemudian dijabarkan ke dalam indikator kinerja sasaran:
1. Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) (Skor)
Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif (%)

2
3. Persentase Capaian Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Daerah (%)
4. Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten (Indeks)

Program prioritas yang mendukung tercapainya tujuan dan sasaran tercantum dalam
tabel 4.3. berikut:

Tabel 4.3.
Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah
KEGIATAN /
NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME SUBKEGIATAN EETERANGAN
(01} {02] (03} (04} {05]
4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah
1. 2.10.11 - PROGRAM Terealizasinya 2.10.11.5.01 -
PENYELENGGARAAN pengelolaan Pengelolaan Tanah
KEISTIMEWAAN tanah Kasultanan dan Tansh
YOGYAKARTA URUSAN kasultanan, Kadipaten
PERTANAHAN tanah kadipaten
dan tanah desa
di Bagian
Pemerintahan
2,10.11.5.01.0001 -
Penatausahaan Tanah
Kasultanan dan Tanah
Kadipaten
2. 4.01.01 - PROGRAM Meningkatnya 4.01.01.2.01 -
PENUNJANG URUSAN tata kelola Perencanaan,
PEMERINTAHAN pemerintahan Penganggaran, dan
DAERAH perangkat daerah | Evaluasi Kinerja
KABUPATEN/KOTA Perangkat Daerah
4.01.01.2.01.0001 -
Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat
Daerah
4.01.01.2.01.0002 -
Koordinasi dan
Penyusunan Dokumen
RKA-SEPD
4.01.01.2.01.0003 -
Koordinasi dan
Penyusunan Dokumen
Perubahan REKA-SKPD
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NO

PROGRAM PRIORITAS

OUTCOME

KEGIATAN /
SUBKEGIATAN

KETERANGAN

01)

03

(05)

(04}
4.01.01.2.01.0004 -
Koordinasi dan
Penyusunan DPA-SKPD

4.01.01.2.01.0005 -
Koordinasi dan
Penyusunan Perubahan
DPA- SKFD

4.01.01.2.01.0006 -
Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKFD

4.01.01.2.01.0007 -
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

4.01.01.2.02 -
Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah

4.01.01.2.02.0001 -
Penyediaan Gaji dan
Tunjengan ASN

4.01.01.2.02.0005 -
Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun
SKFD

4.01.01.2.02.0007 -
Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
Keuangan Bulanan/
Triwulanan/ Semesteran
SKEPD

Meningkatnya
kinerja
keprotokolan dan
kerumahtanggaa

4.01.01.2.05 -
Administrasi
Kepegawaian Perangkat
Daerah

4.01.01.2.05.0002 -

Kelengkapannya

Meningkatnya
tata kelola
pemerintahan
perangkat daerah

4.01.01.2.05 -
Administrasi
Kepegawaian Perangkat
Daerah

4.01.01.2.05.0003 -
Pendataan dan
Pengolahan Administrasi
Kepegawaian

Meningkatnya
tata kelola

perangkat dasrah

4.01.01.2.05.0000 -
Pendidikan dan
Pelatihan Pegawai
Berdasarkan Tugas dan
Fungsi

4.01.01.2.06 -
Administrasi Umum
Perangkat Daerah

4.01.01.2.06.0002 -
Penyediaan Peralatan
dan Perlengkapan
Kantor

4.01.01.2.06.0009 -
Penyelengearaan Rapat




NO

PROGRAM PRIORITAS

OUTCOME

EEGIATAN /
SUBKEGIATAN

KETERANGAN

(01)

(02}

{03}

{04]

(05)

Koordinasi dan
Konsultasi SKPD

4.01.01.2.06.0010 -
Penatausahaan Arsip
Dinamis pada SKPD

Meningkatnya
kinerja
keprotokolan dan
kerumahtanggaa

o

4.01.01.2.06 -
Administrasi Umum
Perangkat Daerah

4.01.01.2.06.0008 -
Fasilitasi Kunjungan
Tamu

Meningkatrya
kinerja
keprotokolan dan
kerumahtanggaa

4.01.01.2.09 -
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah

4.01.01.2.09.0005 -
Pemeliharaan Mehe]

4.01.01.2,09.0009 -
Pemeliharaan /Rehabilita
si Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya

Meningkatnya
tata kelola

pemerintahan
perangkat daerah

4.01.01.2.11 -
Administrasi Keuangan
dan Operasional Kepala
Daerah dan Wakil
Kepala Daerah

4.01.01.2.11.0001 -
Penyediaan Gaji dan
Tunjangan Kepala
Daerah dan Walkil
Kepala Daerah

Meningkatnya
kinerja
keprotokolan dan
kerumahtanggaa

4.01.01.2.11 -
Administrasi Keuangan
dan Operasional Kepala
Daerah dan Wakil
Kepala Daerah

4.01.01.2.11.0002 -
Penyediaan Pakaian
Dinas dan Atribut

4.01.01.2.12 - Fasilitasi

Kerumahtanggaan
Sekretariat Daerah

4.01.01.2.12.0001 -
Penyediaan Kebutuhan

Rumah Tangga Kepala
Daerah

4.01.01.2.12.0002 -
Penyediaan Kebutuhan
Rumah Tangpa Wakil
Kepala Daerah

4.01.01.2.12.0003 -
Penyediaan Kebutuhan
Rumah Tangga
Seckretariat Daerah

Meninghatnya
tata kelola
DTEANiSas]
pemerintah

dacrah

4.01.01.2.13 - Penataan
Organisasi
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NO

FROGRAM FPRIORITAS

OUTCOME

KEGIATAN |
SUBKEGIATAN

KETERANGAN

(01

(02)

(04)

4.01.01.2.13.0001 -
Pengelolaan
Kelembagaan dan
Analisis Jabatan

4.01.01.2.13.0003 -
Peningkatan Kinerja dan
Reformasi Birokrasi

4.01.01,2.13.0004 -
Monitoring, Evaluasi dan
Pengendalian Kualitas
Pelayanan Publik dan
Tata Laksana

4.01.01.2.13.0005 -
Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
Kinerja Pemerintah
Daerah

Meningkatnyva
kinerja
keprotokolan dan
kerumahtanggas

4.01.01.2.14 -
Pelaksanaan Protokol
dan Komunikasi
Pimpinan

4.01.01.2.14.0001 -
Fasilitasi Keprotokolan

4,01,01,2.14.0002 -
Fasilitasi Komunikasi
Pimpinan

4.01.01.2.14.0003 -
Pendokumentasian

Tugas Pimpinan

4.01.02 - PROGRAM
PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN
RAKYAT

Meningkatnya
kualitas
Kebijakan
Pemerintahan

4.01.02.2.01 -
Administrasi Tata
Pemerintahan

4.01.02.2.01.0001 -
Pemerintahan

4.01.02.2.01.0002 -
Pengelolaan
Administrasi
Kewilayahan

4.01.02,2,01.0003 -
Fasilitasi Pelaksanaan
Otonomi Daerah

Meningkatnya
kualitas
Kebijakan
Kesejahteraan
Rakyat

4.01.02.2.02 -
Pelaksanaan Kebijakan
Kesejahieraan Rakyat

4.01.02.2.02.0001 -
Fasilitasi Pengelolaan
Bina Mental Spiritual

4.01.02.2.02.0002 -
Pelaksanaan Kebijakan,

Kinerja Terkait
Kesejahteraan Sosial

4.01.02.2.02.0003 -
Pelaksanasan Kebijakan,
Evaluasi, dan Capaian
Kinerja Terkait
Kesejahteraan
Masyarakat

Meningkatnya
kualitas

4.01,02.2.03 - Fasilitasi
dan Koordinasi Hukum




NO

PROGRAM PRIORITAS

OUTCOME

KEGIATAN |
SUBKEGIATAN

KETERANGAN

(01}

[02]

(03}

(04}

Kebijakan
Hukum dan HAM

4.01.02.2.03.0001 -
Fasilitasi Penyusunan
Produk Hukum Daerah

4.01.02,2.03.0002 -
Fasilitasi Bantuan
Hukum

4.01.02.2.03.0003 -
Pendokumentasian
Produk Hukum dan
Pengelolaan Informasi
Hukum

Meningkatnya
kualitas
Kebijakan
Pemerintahan

4.01.02.2.04 - Fasilitasi
Keria Sama Daerah

4.01.02.2.04 0001 -
Fasilitasi Kerja Sama
Dalam Negeri

4.01.02.2.04.0003 -
Evaluasi Pelaksanaan
Kerja Sama

4. | 4.01.03 - PROGRAM

PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN

Meningkatnya
kualitas
kebijakan
pengelolaan
perekonomian

4.01.03.2.01 -
Pelaksanaan Kebijakan
Perekonomian

4.01.03.2.01.0001 -
Koordinasi, Sinkronisasi,
Monitoring dan Evaluasi
Kebijakan Pengelolaan
BUMD dan BLUD

4.01.03.2.01.0002 -
Pengendalian dan
Distribusi Perekonomian

4.01.03.2.01.0003 -
Perencanaan dan
Pengawasan Ekonomi
Mikro Kecil

4.01.03.2.02 -
Pelaksanaan
Administrasi
Pem

4.01.03.2.02.0001 -
Fasilitasi Penyusunan
Program Pembangunan

4.01.03.2.02.0002 -
Pengendalian dan
Evaluasi Program
Pembangunan

4.01.03.2.02.0003 -
Pengelolaan Evaluasi
dan Pelaporan
Pelaksanaan

Pem

Meningkatnya
pengelolaan
pengadaan
barang dan jasa

4.01.03.2.03 -

Pengelolaan Pengadaan
Barang dan Jasa

4.01.03.2.03.0001 -
Pengelolaan Pengadaan
Barang dan Jasa




KEGIATAN /
NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME SUBKEGIATAN KETERANGAN
{01} (02} (03) {04) (05}
4.01.03.2.03.0002 -
Pengelolaan Layanan
Pengadaan Secara
Elektronik
4.01.03.2.03.0003 -
Pembinaan dan Advokasi
Pengadaan Barang dan
Jasa
Meninghkatnya 4.01.03.2.04 -
kualitas Pemantauan Kebijakan
kebijakan Sumber Daya Alam
pengelolaan
perekonomian
4.01.03.2.04.0001 -
Koordinasi, Sinkronisasi
dan Evaluasi Kebijakan
Pertanian, Kehutanan,
Kelautan, dan Perikanan
4.01.03.2.04.0003 -
Koordinasi, Sinkronisasi
dan Evaluasi Kebijakan
Energi dan Air
3. | 4.01.04 - PROGRAM Terlaksananya 4.01.04.5.01 - Penataan
PENYELENGGARAAN Penyelenggaraan | Kelembagaan dan
KEISTIMEWAAN Keistimewaan Ketatalaksanaan
YOGYAKARTA URUSAN Urusan Keistimewaan
KELEMBAGAAN DAN Kelembagaan dan | 4.01.04.5.01.0003 -
KETATALAKSANAAN Ketatalaksanaan | Penataan Bentuk
di Bagian Kelembagaan Asli
Organisast
Kabupaten /Kota
Terlaksananya 4.01.04.5.01 - Penataan
Penyelenggaraan | Kelembagaan dan
Keistimewaan Ketatalaksanasn
Urusan Keistimewaan
Kelembagaan dan | 4.01.04.5.01.0007 -
Ketatalaksansan | Penerapan dan
di Bagian Pendampingan
Pemerintahan Keistimewaan di
Kapanewon/Kemantren
dan Kalurahan/
Kelurahan
Terlaksananya 4.01.04.5.01 - Penataan
Penyelenggaraan | Kelembagaan dan
Keistimewaan Ketatalaksanaan
Uriasan Keistimewaan
Kelembagaan dan
Ketatalaksanaan
di Bagian Hukum
dan HAM
4.01.04.5.01.0008 -
Pengawasan Produk
Hukum Kalurahan
Tindak Lanjut
Pelaksanaan
Kewenangan
Keistimewaan
Terlaksananya 4.01.04.5.02 -
Penyelenggaraan | Peningkatan Budaya
Keistimewaan Pemerintahan
Urusan 4.01.04.5.02.0001 -
Kelembagaan dan | Implementasi Budaya
Ketatalaksanaan | Pemerintahan
di Bagian Kabupaten /Kota
Orpanisasi

335




KEGIATAN / .
NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME SUBKEGIATAN KETERANGAN
(01} oz} (03¢ 194) (65)
Terlaksananya 4.01.04.5.03 -
Penyelenggaraan | Perencanaan dan
Keistimewaan Pengendalian
Urusan Keistimewaan Urusan
Kelembagaan dan | Kelembagaan
Ketatalaksanaan | 4.01.04.5.03.0002 -
di Baglan Monitoring dan Evaluasi
Administrasi Pelaksanaan Dana
Pembangunan Keistimewaan Urusan
Kelembagaan
Terlaksananva 4.01.04.5.09 -
Penyelenggaraan | Peningkatan Kapasitas
Keistimewaan Kelembagaan
Urusan Keistimewaan
Kelembagaan dan | 4.01.04.5.09.0001 -
Ketatalaksanaan | Pembinaan Kelembagaan
di Bagian Pelaksana Keistimewaan
Organisasi

Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah
dalam RPJMD ditampilkan dalam tabel 4.4.

Tabel 4.4.

Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah

NO

BATUAN

TARGET TAHUN

2027

{05)

(07)

fos) {10}

1]
1.

Indeks

78,2

7839

{11}

9.2 798

Nilai Evaluasi

3.0822 | 3,0922

34,1022

3,1122 | 3,1232 | 3,1322

93,74 | 95,76

25,78

958 0582 | 9584

238,01

98,02 | 98,03

83,08 | 8238

82,72

83,00 83,74

Selain Indikator Kinerja utama, Sekretariat Daerah
Kunci yang mewakili pencapaian program.

Daerah dapat dilihat pada tabel 4.5. berikut:

yang mengacu pada tujuan dan sasaran
berikut:

Juga memiliki Indikator Kinerja
Indikator Kinerja Kunci di Sekretariat
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BABV
PENUTUP

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029
disusun berdasarkan adanya Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun
2025 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Rencana Strategis Perangkat
Daerah Tahun 2025-2029 tanggal 19 Maret 2025 serta sebagai dasar pelaksanaan
program kegiatan empat tahun yang akan datang.

Dokumen ini adalah kontrak Sektretaris Daerah dengan Bupati Gunungkidul dalam
rangka mewujudkan visi dan misi Bupati serta merupakan dokumen kesanggupan
dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung proses
pelaksanaan pembangunan daerah sampai dengan tahun 2029.

Mengingat bahwa upaya yang harus ditempuh tidaklah mudah dan ringan maka
Sekretariat Daerah sebagai salah satu Perangkat Daerah yang mempunyai tugas
melaksanakan urusan pemerintahan daerah tentunya harus berupaya semaksimal
mungkin dengan cara menjadikan rencana strategis ini sebagai pedoman Perangkat
Daerah. Rencana Strategis ini pada hakekatnya tidak hanya merupakan panduan
bagi aparat Sckretariat Daerah tetapi juga bagi segenap pihak-pihak yang
berkepentingan dengan proses perencanaan pembangunan Kabupaten Gunungkidul.
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